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BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG

NOMOR /7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN

Menimbang

Mengingat

INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

bahwa sehubungan dengan adanya  perubahan
pengaturan pengelolaan pelayanan informasi dan
dokumentasi di lingkungan Pemerintah  Daerah
kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang
Komunikasi dan Informatika, maka Peraturan Bupati
Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong perlu diubah
untuk disesuaikan;

bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

e
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Komunikasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 157);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8
Tahun 2019 tentang  Penyelenggaraan  Urusan
Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan
Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1026);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);



16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor
118);

17. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang
Pedoman  Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2018 Nomor 490).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2018 Nomor 490), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7

(1) Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID.

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi
dan informatika.

(3) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk PLID.

(4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PPID utama pada
PLID.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 9

PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah dibantu oleh PPID Pembantu
yang berada di lingkungan Perangkat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 10
PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas Sekretariat

Daerah, Sekretariat DPRD, dinas, badan, kecamatan dan/atau pejabat yang
menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah.
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Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

PPID Utama bertugas :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;

b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;

c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi
dan dokumentasi dari PPID Pembantu,;

d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada publik;

e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan;

g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID
Pembantu;

j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau
sesuai dengan kebutuhan;

k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;

1. menugaskan PPID Pembantu untuk mengumpulkan, mengelola, dan
memelihara informasi dan dokumentasi; dan

m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PPID Utama

berwenang:

a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu
yang menjadi cakupan kerjanya;

c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan
PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat
diakses oleh publik; dan

e. menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, mengumpulkan, serta
memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 14

(1) Struktur organisasi PLID, terdiri dari :

a. pembina, dijabat oleh Bupati;

b. pengarah selaku atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah;

c. tim pertimbangan, dijabat oleh para Pejabat Eselon II.b di lingkungan
Sekretariat Daerah, seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan pejabat
yang menangani bidang hukum;

d. PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon Il yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;



e. PPID Pembantu, dijabat oleh kepala bidang yang menangani pengelolaan
informasi dan komunikasi publik, sekretaris pada badan/dinas, kepala
bagian pada Sekretariat Daerah, sekretaris dewan perwakilan rakyat
daerah, atau pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksana
teknis daerah, dan sekretaris camat; dan

f. Bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang
Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.

(2) Bagan struktur organisasi PLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 15

(1) Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pedoman mengenai SOP PPID sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling
sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:

a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Utama dan PPID
Pembantu;

b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai petugas informasi apabila
diperlukan;

c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan atasan
PPID, PPID Utama, PPID Pembantu dan Bidang Pendukung;

d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai Atasan PPID
yang bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang
diajukan oleh pemohon informasi publik;

e. standar layanan informasi publik serta tata cara pengelolaan keberatan di
lingkungan Pemerintah Daerah; dan

f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan informasi publik.

(3) Dalam penyusunan SOP PPID Pemerintah Daerah berpedoman pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Standar Operasional

Prosedur di lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 18

(1) RPID terletak di lokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi dengan sarana
dan prasarana yang memadai.
(2) RPID dikelola oleh petugas informasi.

9. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 28
(1) Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian sengketa informasi publik
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bupati melalui atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi
untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh

PPID Utama.



(3) Surat keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga berfungsi
sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili Pemerintah Daerah di Komisi
Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi
Informasi Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di ketuai oleh PPID Utama dan
beranggotakan PPID Pembantu, pejabat yang menangani bidang hukum dan
pejabat/staf lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(5) PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi dengan
melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait,
pejabat yang menangani bidang hukum dan pihak lain yang dipandang perlu.

(6) Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi diatur oleh
tim berdasarkan arahan Atasan PPID.

(7) Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa
informasi kepada Atasan PPID. '

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang
Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal /4 Juns 2020

BUPATI REJANG LEBONG,

PN H. AH HIJAZI
- Diundangkan di Curup
Pada tanggal /( Junm 2020

SEKRET S DAERAH
KABUPATEN ANG LEBONG,

- T -

H. R. A. DENNI

... BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 594

HADIINATA . SH M T
19791023 206212 | o8




LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TANGGAL /4 Junt 2020

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Pembina :
Bupati
I
Tim Pertimbangan :
Pengarah : Pejabat Eselon II b Setda,
Sekretaris Daerah Selaku Pimpinan Perangkat Daerah,
Atasan PPID Utama dan Pejabat yang Menangani
Bidang Hukum
T
PPID Pembantu :
(™ Kepala Bidang Informasi dan PPI.D it I
Komunikasi Publik, Sekretaris —| Kepala Dinas Komitkag
Badan/Dinas, Kepala Bagian Setda, & Informatika
Sekretaris DPRD, Pejabat Tata
Usaha UPTD dan Sekretaris Camat

Bidang Bidang Bidang
Sellorsbeiial Pengolahan Pelayar_lan Fasilitasi
PLID Dati?. dan_ Informasi dan Sengketa
Klasifikasi Dokumentasi Informasi

Informasi

Petugas Informasi

BUPATI REJANG LEBONG,

PA HapiaTa  SHMT
(979023 200203 { ocf




